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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
kepada daerah sesuai amanah Undang Undang Dasar 1945. Dalam
pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dimaksud memerlukan
koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan
menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional,
pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena
itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama
di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan
melibatkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah



menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah juga wajib

memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good

Governance), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggara Negara;

3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

4. Asas Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan
rahasia negara,;

5. Asas  Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;

6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi
penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk
mencapai hasil kerja yang terbaik;

9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat
guna dan berdaya guna;

10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan
negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap

warga negara.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang,



menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Oktober 2018 Nomor:
050/6447/35.07.202/2018 Perihal: Penyusunan Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan surat tanggal 22 Oktober 2018
Nomor: 050/6990/35.07.202/2018 Perihal: Penyusunan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 (ke-2). Dengan adanya
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun
2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018
dan keputusan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Nomor:
188.4/283/KEP/35.07.012/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana
Strategis Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta memedomani Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturandaerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri
dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.
Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, menyebutkan bahwa Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Perubahan



Renja Perangkat Daerah mencakup:

a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan

c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD)
yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.
Selanjutnya setelah Perubahan RPJMD disahkan maka menjadi acuan
penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Perubahan
RENSTRA PD). Perubahan RPJMD dijabarkan dalam Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) sebagai dokumen
perencanaan tahunan.

Perubahan RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam
penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan RKPD merupakan
pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP),
dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (RPAPBD) tahun berkenaan. Perubahan RKPD Kabupaten
Malang Tahun 2018 sebagai dasar Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah
juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan
penjabaran dari Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan dalam
penyusunannya mengacu pada Perubahan RKPD. Perubahan Renja juga
sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. RKAP dimaksud selanjutnya
menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Perubahan Renja juga perlu
mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok
pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah

Pusat/Provinsi Jawa Timur.
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Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018
merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati
Malang sebagaimana dijabarkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berisi program dan kegiatan,
indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif,
evaluasi pelaksanaan triwulan II tahun berkenaan. Dalam penyusunan
Perubahan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu
pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan
triwulan II tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan, sasaran, program dan
kegiatan.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018
ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018,
serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan
kegiatan selama Tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui
penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja,

dan penyerapan anggaran.



1.2

Sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Bagian

Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Malang yaitu memperluas

inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Kesejahteraan

Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang berpedoman pada:

1.
2.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturandaerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah;

Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme

Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;



1.3

1.4

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang
Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas
Perangkat Daerah;

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;

27. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45 / 843 / KEP / 35.07.013 /
2017 Tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2018.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun
2018 adalah untuk menguraikan hasil evaluasi rencana program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target
yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan pada Tahun 2018.

Sedangkan tujuannya adalah

1. Menjadi pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan
selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Penggunaan Anggaran
(DPA) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Malang;

3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Bagian Administrasi
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;

4. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat
yang lebih tinggi;

S. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumya.

Sistematika Penulisan
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1.3 Maksud dan Tujuan
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Bab II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
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Bab IV PENUTUP



